
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 1- TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 4
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671;

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 65731;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor lI4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6aO4;
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7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor l92l:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI8 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

8 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2076 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan.
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3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat

BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yarag selanjutnya
disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan / atamkegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional

dilingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
9. IJrusan Pemerintahan adalah kekr:asaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, mernberdayakan, dan
menyej ahterakan rn asyarakat.

10. Urusan Pernerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh sernu.a

Daerah.

1 1. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

daerah sesuai dengan potensi yang dirniliki Daerah.

BAB II

BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatr-r

Bentr.lk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang rnelaksanakan

rJrusan pemerintahan bidang Penelitian dan

Pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan.
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Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adala}l Badan Riset Dan Inovasi
Daeratr.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 3, diklasilikasikan atas tipe B.

12) Penentuan tipe Badan Riset dan Inovasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil pengukuran intensitas penyelengg€rraan urusan
pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urLrsan
pemerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (21,

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasa1 5

(1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsrlr
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(21 Badan Riset dan Inovasi Daerah dipirnpin oleh kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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Pasal 6

(1) Badan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai LJnsur

Penunjang Bagi Kepala Daerah melaksanakan
Umsan Pemerintahan di daerah. Membantu
Perangkat Daerah (OPD) dalarn melaksanakan
urusan pemerintahan daerah.

(2) BRIDA sebagai Science Based Policy Kepala Daerah

Sebagai Think Tank Kepala Daerah dalam mengambil
Kebijakan.

(3) Membantu KDH melaksanakan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi di daerah secara rnenyeluruh dan
berkelanjutan, dan

(4) Melaksanakan pen5rusu.nan rencana induk dan peta
jalan pemajuan ilmu pengetahr.lar dan teknologi di
daerah sebagai landasan dalam perencanaalr

pembangunan daerah di segala bidang kehidupan
yang berpedomar pada nilai Pancasila.

Pasal 7

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimakstrd
dalam Pasal 6, BRIDA menyelenggarakan fi.rngsi:

a-. Pelaksanaan kebijakan, fasilitas dan pembinaan pelaksanaan

penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta

invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan

iptek di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan

iptek sebagai landasan dalam perenca.naan pembangunan di

daerah di segala bidang kehidupan dengan berpedoman pada

nilai Pancasila;

b. Koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan

serta pen)rusunan perencanaan, program, anggaran,

kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di

daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
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c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,

pengemba.ngan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi

dan inovasi di daerah;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset

dan inovasi, kerja sarna pembangunan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di

daerah;

e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,

penyelengg€rraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi

dan inovasi di daerah;

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi di daerah;

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian,

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian

lainnya di daerah;

h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

i. Pelaksanaan administrasi badan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, BRIDA memiliki kewenangan

sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan pernerintahan di bidang

penelitiandan pengernbangan pemerintahan daerah;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan penelitian,
pengernbangan, pengkajian, dan penerapan, serta

invensi dan inovasi di daerah secara rnenyeluruh dan

berkelanjutan; dan

c. pernbinaan administrasi organisasi dan tatalaksana
pada BRIDA.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Sustrnan organisasi BRIDA Kabupaten Konawe

Selatan, terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial dan Pernerintahan;

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

e. Bidang Inovasi dan Teknologi;

f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Bagan struktur organisasi BRIDA Kabupaten
Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 1O

Kepala BRIDA rnempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang
penyelenggaraan tlrusan pernerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe

Selatan sesuai dengan ketenttran Peraturan Perundang-

Undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 1 1

(1) Sekretariat mempunyai tugas rnelaksanakan
memberikan pelayanan administratif dan teknis
kepada semua unsr-lr di lingkungan Badan Riset dan

Inovasi Daerah Kabtrpaten Konawe Selatan.
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{2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

Pasal 12

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi:
a.. perumLtsan perencanaan program dan anggaran,

pelaksanaan pemantaman dan evaluasi kinerja;
b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan

perbendaharaan dan u.ru.san akuntansi dan
pelaporan keuangan;

c. pengelolaan ketatamsahaan, pelaksanaan

kerurnahtanggaan, keamanan dalarn, perlengkapait

dan pengelolaan aset serta Lrnlsan perpustakaan dan
dokumentasi;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pernbinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(U Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umtrrn dan Kepegawaian;

(21 Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Pasal 14

(U Sub Bagian Perencanaan dan Keu.angan rnempr:nyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan

prograrn dan araggaran, pemantaua.n, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan prograrn dan anggarara, serta

fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama,
pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan

verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan

pembukuan keuangan, rr"rusan akuntansi dan
pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan.
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(21 Sub Bagian lJmum dan Kepegawaian mempunyai
tugas rnelaksanakan tlrusan surat men5rurat,

pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan

u.rusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan

aset, penyelenggaraan urusan perpustakaar,
informasi dan dokumentasi, serta Llrusan
adrninistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan
fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil
Negara.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 15

(1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengkajian

serta kemitraan di bidang Sosial dan Pemerintahan.

{21 Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.

Pasal 16

Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnalaa dimaksr-rd
dalam Pasal 15, Bidang Sosial dan Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :

a.. penyiapan bahan penJrusunan kebijakan teknis,
prograrn, dan anggaran penelitian, pengembangan dan

pengkajian serta kemitraan di Bidang Sosial dan

Pemerintahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian,

pengembangan dan pengkajian serta kemitraan di Bidang
Sosial dan Pemerintahan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian
kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;

d. penyiapan bahan pernantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan

pengkajian serta kemitraan di Bidang Sosial dan

Pemerintatran;
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e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian

serta kemitraan pemerintah daerah di Bidang Sosial dan
' Pemerintahan;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peratr:ran;

g. fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan:l kemitraan
kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan,

pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang dihasilkan oleh lembagal pusat/ organisasi penelitian

lainnya di daerah;

h. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi
warga negara asing untuk diterbitkannya izin
penelitian oleh instansi yang berwenang;

i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 17

(1) Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas :

a. Sub Bidang Sosial dan Btrdaya;
b. Sub Bidang Kependudukan, Pernberdayaan

Masyarakat dan Desa;

c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan.

(21 Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai turgas

melaksanakan penyiapan bahan perurnusan

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan penelitian dan pengernbangan serta
pengkqf ian di bidang sosial dan br.rdaya, meliputi
aspek- aspek, sosial, pendidikan, kebudaya€u:r.,

kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, dan kesehatan.
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{21 Sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumu.san

kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan

kegiatan penelitian dan pengernbangan serta
pengkajian di bidang kependudukan, pemberdayaan

masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaanr

masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa,

ketatalaksanaan desa, aparatur desa, ker-rangan dan

aset desa, partisipasi rnasyarakat, dan Badan Usaha
Milik Desa.

(3) Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perlrmu.san kebijakan, fasilitasi dan
evaluasi pelaksanaan serta kemitraan kegiatan
penelitian, pengembangan dan pengkajian di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-

aspek otonomi daera-h, pemerintahan ttmum,
kelembagaan, ketatalaksanaan:r., aparatur, reformasi
birokrasi, ketenterarnan, ketertiban umlrrn dan
perlindungan masyarakat, penyiapan bahan
perumLrsan rekomendasi.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 19

(1) Bidang Ekonomi dan Pernbangunan mempunyai
tugas rnelaksanakan penelitian dan pengembangan

serta pembinaan inkubasi bisnis di bidang ekonomi

dan pernbangunan.

(21 Bidang Ekonorni dan PembangLrnan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawabkepada Kepala BRIDA.
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Pasal 20

Dalam melaksanakan tr,rgas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Bidang Ekonomi dan Pembangr.r'nan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pen5rusu.nan kebijakan teknis,
prograrn, dan anggaran penelitian dan
pengembangan serta inkubasi bisnis di bidang
Ekonomi dan Pernbangunan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan serta inkubasi bisnis di bidang
Ekonomi dan Pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian
kebijakan di bidang Ekonorni dan Pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantaman, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

serta inkubasi bisnis di bidang Ekonorni dan
Pembangu.nan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta
inkubasi bisnis di bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

t. fasilitasi pernbinaan Inkubasi Bisnis dalam hal

penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan

usaha dan dukungan manajemen serta teknologi;

g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

BRIDA sesuai dengan tugas dan ftrngsinya.

Pasal 2 1

(1) Bidang Ekonomi dan Pembangunafl terdiri atas :

a. Sub Bidang Ekonorni;

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup;

c. Sub Bidang Pengernbangan Wilayah, Fisik dan

Prasarana.
(21 Sub Bidang dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Ekonorni dan Pembangunan.
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PasaT 22

(1) Sub Bidang Ekonomi mernpunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan fasilitasi serta evalrrasi pelaksanaan

kegiatan penelitian dan pengernbangan serta

fa.silitasi pembinaan inkubasi bisnis di bidang

ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal,

koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

(21 Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup mempunyai tr-r.gas melakukan penyiapan

bahan perurntrsan kebijakan dan fasilitasi serta

evaluasi pelaksan aan kegiatan penelitian dan
pengernbangan di bidang sumber daya alarn dan

lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,
pertanian, kelamtan dan perikanan, Lingkungan
hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral
dan perkebunan.

(3) Sub Bidang Pengernbangan Wilayah, Fisik dan

Prasarana rnempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumu.san kebijakan dan fasilitasi
serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang pengembangan wilayah,
fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek
perumahan dan kawasan permukirnan, penataan

rLrang, pertanahan, peke4'aan rln:run:., perhuburngan,

komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 23

(1) Bidang Inovasi dan Teknologi rnernpunyai tugas
rnelaksanakan penelitian dan pengembangan, serta

fasilitasi peningkatan sumber daya dan penerap€rn

invensi di bidang inovasi dan teknologi.
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PasaT 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Bidang Inovasi dan Teknologi

menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pen)rusunan kebijakan teknis,

prograrn, dan anggaran penelitian dan
pengembangan, serta fasilitasi peningkatan sumber
daya dan penerap€rn invensi di bidang inovasi dan
teknologi;

b. penyiapan bahan r€rncangan kebijakan terkait jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersifat inovatif;

c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;

d. penyiapan bahan pelaksanaana pengkajian kebijakan
dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan invensi di
bidang inovasi dan teknologi;

f. penyiapan bahan pemantatran, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan, serta fasilitasi peningkatan sumber
daya dan penerapan invensi di bidang inovasi dan

teknologi;
g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah, serta fasilitasi peningkatan
sumber daya dan penerapan invensi di bidang
inovasi dan teknologi;

h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
i. fasilitasi Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahr-r.an

dan Teknologi sr-rmber daya;
j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

[2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala BRIDA.
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

BRIDA sesuai dengan tugas dan ftrngsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri atas:

a. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

b. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan

Teknologi;

c. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
(21 Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang

berad.a di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perLrmLrsan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan,

dan perekayasaan serta peningkatan kapasitas
sumber daya di bidanginovasi dan teknologi.

(21 Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan

Teknologi mempunyai tugas rnelakukan penyiapan
bahan perLrmusan kebijakan dan fasilitasi serta

evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan
penerapan rancang bangun/rnodel replikasi dan
invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan

teknologi.

(3) Sub Bidang Diserninasi Kelitbangan rnempunyai

tugas rnelakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan

diserninasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi
Hak Kekayaan Intelektual
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Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Lrnsur

pelaksana teknis Badan secara operasional di
lapangan.

(21 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BRIDA.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan

Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada
di bawatr dan berta.nggung jawab kepada Kepala

Unit Pelaksana Teknis Badan.
(4) Ketentuan mengenai pernbentukan dan sllsunan

organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertr-lis
kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil
pemerintah pusat.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
rnelaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai

bidang keahliannya.
Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 2a terdiri dari sejumlah
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai bidang keahliannya.

(21 Kelornpok Jabatan Ftrngsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala BRIDA.
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebtrtuhan
dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 3O

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fi,rngsional wqiib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-rnasing
manpun antar satuan organisasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain
diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas
masing-masing.

(21 Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala BRIDA,

Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal
maupLrrr antar unit organisasi lainnya sesuai

dengan tugas pokok masing- masing.
(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkung€u3.

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan
pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi
penyimpangana agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perr.rndang- undangan
yang berlaku.
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Pasal 32

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi
bawahannya masing-rnasing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub
Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan
mernatuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada

atasannya masing-masing dan meny€unpaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterirna oleh Kepala BRIDA dari
bawahannyd, wajib diolah dan digunakan sebagai

bahan untuk menJrusun laporan lebih lanjut dan
untuk rnemberikan petunjuk teknis kepada
bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyarnpaikan laporan, tembltsa.n wajib
disampaikan pula kepada satrran organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai htrbungan kerja.

Pasal 36

Dalam rnelaksanakan tugas, Kepala BRIDA dibantu
oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam

rangka pernberian bimbingan kepada bawahannya
wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala BRIDA berhalangan, Sekretaris
melakrrkan tugas-tugas kepala Badan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.
(21 Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai

pelaksana Kepala Badan dapat rnenunjuk Kepala

Bidang yang rnembidangi tugas instansi tersebut
r.r.ntuk mewakili Kepala Badan.
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Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna

masing-rnasing pejabat dalarn lingkungan Pernerintah

Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-

kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya
sesuai dengan ketentr-r.an yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian
dalarn jabatan struktural dilingkungan BRIDA

Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(21 Kepala BRIDA diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Kepala BRIDA Kabupaten Konawe Selatan

mempakan jabatan eselon IIb.
(4) Sekretaris BRIDA Kabupaten Konawe Selatan

rnempakan jabatan eselon IIIa.
(5) Kepala Bidang lingkup BRIDA Kabupaten Konawe

Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup

BRIDA Kabupaten Konawe Selatan merupakan
jabatan eselon IVa.

(71 Pejabat Eselon III dan IV dilingkung€rn BRIDA

Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas r:sul Kepala BRIDA

melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada BRIDA

Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
sestrai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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BAB VII

PENUTUP

Pasal 4O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nornor 72 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabr.rpaten Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6

Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 41

ini rnulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan
pengtrndangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 1

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

            Ttd.

ST.CHADIDJAH

BUPATI KONAWE SELATAN

            Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 2 Januari 2023
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